PUTUSAN

Momer 17RR/PALG/2018/PS Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pangadilan Agama Bima yang memerksa dan mengadih perkars

tertentu pada lingkat periama dalam sidang majelis telah menjatubkan

putizan perogra corai gugel anizra |

Rosmina binti A. Rajak, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat binggal semulz di RE0O1 Rw. 004
gekarang i RT.O07 AW 0008 Desa Bom Hecamaian
Sanggar Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Arfan bin Mubiar, oo 24 fahun, agama feiam, pekerqaan Sopir, iempal
tinggal di RT.014 BEW. 004 Kelurahan Kumbe Kecamatan
Rasana'e timur Kota Bima, sebagai Tergugat;

Fenoaditan &oama lersabul |

Telah mempelajar surat-surat yvang berkaitan dengan perkara inj;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Baliwa Peigauigal dalam sural permohaonannya tanggad 23 Mopemiey
2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
“espaniteraan Fengadilan Agama Bima dengan Nomor

TTERPAL GIZ0IBPA B fanggal 23 Nopember 2018 dengan  dafildalit

= a
s=bagai berikut
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Bahwa, pada tanggal 14 April 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangaungkan perikahan yang dicalat oleh Pegawai Pencatal Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27 / 07 / Il / 2013 tanggal 12
April 2013 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Boro Kecamatan
Sanggar Kabupaten Bima selama 3 tahun 2 bulan. Selama pernikahan
lersebut Penggugal dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri namun belum dikaruniai kelurunan ;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat
terus-menerus lerjadi perselisihan dan perlengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara
tain

a. Selama menikah, Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
b. Tergugat suka berpacaran |
¢. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugal dengan
Tergugst tersehut terjadi pada bulan Juni 2018 yang akibatnva Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua
Tergugat df Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kola Bima,
sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugal sudah pisah tempat
tinggal sampai sekarang. Selama it Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, fidak ada lagi hubungan izhir maupun batin

sampai sekarang,
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5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan
oleh keluarga dan iokoh masyarakat namun tidak berhasit

6. Bahwa dengan kejadian lersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi
sehingga tujuan perkawinan untuk membeniuk rumah {angga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diperahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar nerma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan aliernalif terakhir bagi
Penggugal unluk menyelesaikan pemmasalahan anlara Penggugal
dengan Tergugai;
Berdasarkan alasan/daiidali diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjulnya

menjatuhkan pulusan yang amarmya berbunyi :

Dalam Petttum

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengauast

2. Menjatuhkan talak salu Bain Sugra Tergugat {Arfan bin Muhtar)

Terhadap Penggugat {Rosmina bintl A, Rajak);
3. Menstapkan hiaya perkara sesuai aturan yang berlaki |

B. Subsidair:
Dan atag menjatuhkan putusan lain  yang seadil-adilnya

berdasarkan perimbangan Majefie Hakim.

Bshwa pada hari dan tanggal yang telzh ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagal wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang

relaas panggilannya MNomor 1768/Fdt.G/2016/PA.Bm tanggal 07 Desember

2018 dan 30 Desember 2018, dibacakan di dalam sidang, ternyvata tidak

hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebul tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir uniuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dali
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat lidak permah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan palut,
selanjulnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan sural permohenan
Penggugal yang maksud dan isinya letap dipertahankan oleh Penggugal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menaallkan alat-alat bukdi bengpa @

Surat:

a. Fotokopi surat keterangandata kependudukan yang dikeluarkan oleh
Dinas Kanandudukan catatan =ipil kabepalen Bima
Nomor474/34/01.6/2016 tanggat 15-11-2016a Oleh ketua majelis diberi
tanda F.1;

b Fotokori Kutioan Akis Mikeh Nomor: 27 07 /11 7 2013 Tanggal 12 Aprit

2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamalan

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi

materel cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Oleh ketua majeiis diberi tanda P.2 ;

1. Saksi
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1.Mulyadin binti Kibaron, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaan df BT 07 BW 08 Deas Eaboro Kecamatan Sanggar Habupaten
Bima. Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat
dan Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut agamanya,
Saksi menerangkan bahwa iz mengaky sebagai tetangga Penggugat dan
Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut .
= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertefangga |
» Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaiah suami islri sah,
» Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa
Boro kecamatan Sanggar dan selama menikah belum dikaruniai anak;,
+« Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugal sering
berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka pacaran lagi dan suka
melakukan kekerasan dalam rurmah tangga;
» Bahwa Penggugal dan Tergugat sudah diuashakan damai oieh
keluarga, tapi tidak berhasil;
= Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah finggal pisah sejak 5 bulan yang
lalu; Selanjutnya uniuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
lerpisahkan dari putusan ini ;
Bahwa, berhubung Penggugal hanya sanggup menghadirkan saksi
hanya 1 saja, maka Majelis merintahkan Penggugat uintuk sumpah
pelengkap (Suppistol ) dengan rumusan Wallahi Biltahi Watallahi,
Demi allah saya bersumpah” bahwa apa yang diuarikan oleh

penngugat dalam surat gugatan adalah benar;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tfujuan gugsian Pengguget adaish
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
reemi  dan  patul, fdak  datang menghadap & muka  sldang dan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sualu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permchonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Meniimbang, bahwa Penggugat hanya sanmggup menghadirkan
seorang saksi, maka oleh Majelis merntahkan Penggugael wunivk sumpah
pelengkap,

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pulusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimiang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1489 ayal (1) R.Bg
yailu putusan yang dijatehkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang bercdasarkan hukum dan beralasan, ofeh karena liu meajelis
membetani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalit gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2
Penggugat tefah mengzjukan alat bukdi surat P.1, P.2 seria 2 {dua} orang
Sansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibukttkan dengan bukti P.1 vang bermeieral cukup, dan cocok dengan
aslinya seda kelerangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatal secara
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Administrasi Penduduk yang berdomisilibertermpat tinggal di wilayah Hukum
Pangadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini lemmasuk sengketa
dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim
berpendapat bohwa perkara ini fermasuk kewenangan Pengadilan Agama
Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat
{1} huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Momor 7 tahun 1889
tentans Peradilan Agama schagaimana telsh diubah dengan Undang-
undang Nomar 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Momar 50 tahun 2008,

dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan spami isiri sah vang telah menikah menurt
ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomar 1 tahun
1974 jo Pasal 2 ayal (1) Peraturan Pemeriniah Momor 9 tahun 1875 jo Pasai
4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terdadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan oleh

a. Selama menikah, Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
b. Tergugat suka bemacaran ;
c. Tergugal sering melakukan kekerasan daiam rumah langga (KDRT) |

Menimbang bahwa pihak erang tua maupun keluarga telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga
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Fenggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah
langoanya sudah tidak dapatl dipertahankan iagi,

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannys lersebut
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokcknya menguatkan alasan
perceraian sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat, keterangan mana
antara saksi yang satlu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan
saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian
para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima
dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka telah ditemukan fakia-fakia sebagai berkutf
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran;;

Bahwa dalam rnumah langga Penggugat dan Tergugal sering legadi

B

kekersanan vang dilakukan oleh Tergugat;;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tenpat tinggal selama 5

Lad

busfan;
4. Peangaugal dan-T‘ergugal sudah berusaha didamaikan, namun tidak
berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla-fakta tersebut diatas, maka
patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan rahmah aebagaimana dikehendaki aleh Pasal 1
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukem Islam

siidah tidak dapat dicapai lagi oleh Pengougal dan Tergugst sehingas
majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah
pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tupas Pengadilan dalam perkara ini adalah entuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah
atau untuk rmencar siane penvebab terfadinye perselisthan dan pedenokaran
dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut
ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak telap tidak bisa
didamaikan lagl maks Pengadilan dopst menyimpulkan bahwa kondis
rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hafi keduanya sudah
tidak menyatu lagi;

Menimbang, babwes ikatan pemikahan tidak hanva terhatas pada
hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik baratkan pada ikatan
bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari
sebaoaimana yvang dilekankan oieh Allah SWT GS. Ar Rum Ayat 21
yang arlinga @ ‘Dan dianlara lands-landa kekuasaan-NMya falah Dis

menciptakan unfukmmy isti-istn dan jenismu sendir, supaya
ke cenderung dan omerosa lendrarm kepadarnya, dan
difadikan-Mya  dianfaramu rasa  kasifi  dan  sayang,
Sesungguhnys pada yang demikian ity benar-benar terdapat
tanda-fanda bagl kaum yang bonfkir”,
Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk
mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddash, warahmah dan bahkan

lebih jauh iagi Al-Guran menitk beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa
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Disclaimer

antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila
ikatan jiwa antara suami istri sudah sima atau sudah tidak ada lagi, maka
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak
sudah tidak ada lagi ikatan bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah
tempat tinggal sejak Juni 2.016;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,
tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan
tidak membuahkan hasil alau dengan kala-kata lain tidak menggoyahkan
keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan
hathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekal;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugal untuk mengakhiri perenatan rumah tangganya, sshab jika rumeah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1874 menyebutkan bahwa “unfuk mefakukan percerafan harus ada cukup
alasan bahwa antara suami istr itu tidak akan hidup rukun sebagai suami
it jo Pasal 19 hurufl (R Peraturan Pemerintah Momor © tahun 1875 jo Pasal
118 huruf {f) Kampilasi Hukumn [slam,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan beriujuan untuk
membentuk rumah tangaa yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum [slam, namun

kondisi rumah tangga Pengguaost dan Tergugat justru sebaliknya telah lan
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dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat
bahwa perceraian adalah jalan terbail upiuk mengakhid sengkets rumakh
tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang
lebii besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat
Ulama {Savwid Sabin) vang termual dafam Kitab Figh As Swvinah Juz I
hataman 290 yang berbunyi,
artinga  “Maka apabila gugatan ister felah pasti dan penderfaan istor
menyebabkan i tidak mampu memikulnya dan Hakim lidek dapal
mendamaikan  suami isteri  maka Hakim diperkenankan
menjatuhkan Thalak Bain Suami terhadap Isteri”

Menimbang, bahwa Pengouost sudsh sangat membenci suaminya
dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat Wama lslam yang termuat dalam Figh Islam
sebagaimana  yang terdapst dalam kitab Ghayatul Marem  sebagai
berikut :

Pt N b i Sl Nk g A e WD ol L R g

Artiny ;. Seorang st mempunyal hak  untuk  menggugat kepada

Pengadilan agar menceraikan  terhadap  suaminua jika  ia
berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan
pendapal Wama Istam tersebut dintas, sehingga Majelis Hakim mengambil
alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendid dalam memutuskan perkara
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalif vang disampaikan ofeh
Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat

tidak berlentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat
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untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai
ketentuan Pasal 39 ayat {2) Undang-tundang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal
19 (f) Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomar 7
Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Mikah dmana Pengougat dan Tergugat berempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencalat Nikah di lempatl perkawinan Panggugal dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara 2 guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayal (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1889
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Momar 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Istam yang berkaitan denaan perkara ind,

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut uniuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Arfan bin Muhtar)
Terhadap Penggugat (Rosmina binti A, Rajak);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima unfuk
mengirimkan salinan putusan vyang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pepawai  Pencatat Mikah (PPRY Kantor Urisan  Agama
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Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut

datarm daftar vang disediakan untuk it

t

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 506.000 .- { ima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, 5.Ag.
sochagai  Kelua Majelis, dan Dre. Mohammad Agus Sohvan Had dan
Muhamad Isna Wahyudi, SH.L, M.S1 masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
urtuk wmum oleh Ketua Malelis tersebut depgan didampingl oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Suhartai, SH. sebagai Panitera Pangganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

e
P
zI.-"'
Hakim Anggota, G Ketua Majeis,
L pt LB o T
e ‘ "‘*.T:;;:'-.L .
£ : [Smaccata)
s ke

Drs. M Agus Sofwan Hadi Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.L, B.5.1.
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Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Bizaya Periara :

1. Pendzftaran o Rp,  30.000,.-
2. Proses : Rp. 50.000-
3. Panggilan . Rp. 415.000,-
4. Hedaksi Ro. 5.000,-

5. Meterai © Rp. £.000.-

Jumiah Fp. &06.000, -
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